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ABSTRAK 

 
Penggunaan INA-CBGs menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan 
pembiayaan layanan kesehatan dengan standar yang lebih terukur dan efisien, 
berdasarkan diagnosis dan perawatan pasien. Pada proses dilaksanakannya 
klaim JKN melalui sistem administrasi (Indonesian-Case Based Groups) INA-
CBGs. Pembayaran klaim yang dilaksanakan berdasarkan kelompok penderita 
penyakit yang dimiliki. Terlebih dahulu klaim yang diajukan oleh penyedia 
layanan kesehatan dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS. Sistem pembayaran 
dengan INA-CBGs yang diselenggarakan BPJS Kesehatan harus melalui tahap 
verifikasi berkas.  Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor 
penyebab pending klaim BPJS Kesehatan  pasien rawat inap di RSU X Kota 
Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus. Teknik 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di RSU X Kota Medan, Kabupaten Deli 
Serdang, pada bulan September - Oktober 2024. Informan yang terlibat dalam 
penelitian ini terdiri dari 5 informan, yaitu 1 informan utama dan 4 informan 
pendukung. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya pending 
klaim di RS X Kota Medan yaitu ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan 
untuk klaim di bagian BPJS RSU X Kota Medan. Beberapa faktor penyebabnya 
termasuk resume medis yang belum dilengkapi oleh dokter dan hasil 
pemeriksaan yang masih belum lengkap, sehingga mengakibatkan 
keterlambatan proses klaim di BPJS. Selain itu, perbedaan persepsi antara pihak 
BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit mengenai kelengkapan berkas juga 
turut memengaruhi tertundanya klaim tersebut. 
 
Kata Kunci : BPJS Kesehatan, pending klaim, rawat inap 

 
 

ABSTRACT 
 

The use of INA-CBGs shows an effort to align health care financing with more 
measurable and efficient standards, based on patient diagnosis and treatment. In 
the implementation of the JKN claim process, claim administration is carried out 
using the INA-CBGs (Indonesian-Case Based Groups) system. Claim payments 
are made based on the disease group siffered. Claims submitted by health 
service providers are first verified by the BPJS verifier. The payment pattern with 
INA-CBGs organized by BPJS Kesehatan must go through a file verification 
stage. The purpose of the study was to analyze the factors causing pending 
BPJS health claims for inpatiens at RS X Medan City. The study used a 
qualitative method with a case study. Data collection techniques werw carried out 
through in-depth interviews, observation,and documentation studies. This study 
was conducted at RS X Medan City, Deli Serdang Regency, in September – 
October 2024. The informants involved in this study consisted of 5 infomants, 
namely 1 main informant and 4 suppporting infomants. The results of the study 
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showed that the casual factor for pending claims at RS X Medan City was the 
incompleteness of the documents required for claims at the BPJS section of RSU 
X Medan City. Several causal factors include medical resumes that have not 
been completed by doctors and incomplete examination results, resulting in 
delays in the claim process at BPJS. In addition, differences in perception 
between BPJS health and the hospital regarding the completeness of the files 
also contributed to the delay in the claim. 
  
Keywords: BPJS Health, pending claims, hospitalization 
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LATAR BELAKANG 
Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban seluruh 

warga negara dan hal ini dapat dicapai melalui penyediaan layanan 

kesehatan yang bermutu. Rumah sakit berfungsi sebagai sarana 

kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan secara paripurna, 

meliputi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki struktur organisasi dan 

karakteristik, terutama setelah diberlakukannya program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan Januari 2014.  

 Pengajuan klaim Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) 

merupakan proses dimana rumah sakit mengajukan biaya pengobatan 

bagi pasien peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan secara 

kolektif yang diajukan setiap bulan. Proses ini merupakan salah satu 

pelaksanaan penting JKN, dilakukan di rumah sakit melalui mekanisme 

klaim BPJS.[1] 
Struktur program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan 

mengalami pembaruan, termasuk alur kerja pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Perubahan ini bertujuan untuk memperluas dan meratakan 

akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, pembaruan tersebut 

juga menuntut penyesuaian pada sistem manajemen rumah sakit, 

terutama dalam aspek pengelolaan klaim, administrasi, serta koordinasi 

antar organisasi terkait. Berbagai tantangan yang muncul perlu dikelola 

secara efektif agar tujuan JKN tercapai secara optimal, mendukung 

penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagian dari 

lembaga yang bertugas menjalankan program Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN). Dengan program ini guna memberikan perlindungan 

yang terjamin kepada seluruh masyarakat, serta memenuhi kebutuhan 

dasar hidup mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang 

menggunakan sistem Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) sebagai 

pembiayaan layanan.  
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Penggunaan INA-CBG merupakan upaya untuk menyelaraskan 

pembiayaan layanan kesehatan dengan kriteria yang lebih terukur dan 

efisien berdasarkan diagnosis dan pengobatan pasien. Dalam pendanaan 

pelayanan, sistem berbasis Indonesia Case-Based Groups (INA-CBG) 

merupakan tariff BPJS Kesehatan , yaitu berdasarkan kelompok penyakit 

yang terdampak. BPJS Kesehatan menawarkan modus pembayaran 

melalui INA CBG yang melalui tahap verifikasi berkas. 

 Sebelum penyedia layanan kesehatan mengajukan permohonan, 

permohonan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh auditor BPJS  

untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam ke-

efektivan biaya layanan dan menjaga kualitas layanan. BPJS Kesehatan 

adalah dimana rumah sakit menyerahkan biaya pengobatan pasien 

menggunakan BPJS kepada BPJS Kesehatan yang ditagih setiap bulan 

dengan menyampaikan persyaratan  pengajuan klaim.[2]  

Untuk menjaga keseimbangan layanan rumah sakit sekaligus 

meningkatkan aktivitas pelayanan kesehatan demi mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal, rumah sakit tentu memerlukan 

sumber pendanaan sebagai pendukung pendapatannya. Meskipun 

pengajuan klaim telah diatur oleh peraturan BPJS Kesehatan, masih 

sering terjadi keterlambatan dalam proses pengajuan klaim tersebut.[3] 

Pasal 3 ayat (2) Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 

dalam penelitian Amalia Puji Lestari, rekam medis pasien rawat jalan dan 

pasien rawat inap sehari memuat (Identitas Pasien, Tanggal dan Waktu), 

hasil anamnesis  meliputi (Riwayat Kesehatan dan keluhan), hasil 

pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosa, rencana 

penatalaksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan atau izin 

tindakan jika diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, 

ringkas pemulangan, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau 

tenaga kesehatan lain yang memberikan perawatan medis, pelayanan lain 

yang dilakukan tenaga kesehatan tertentu dan untuk pasien kasus gigi 

dilengkapi dengan odontogram klinis.[4] 
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Penelitian Santiasih et al., Terjadinya pending berkas klaim pasien 

BPJS rawat inap di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dikarenakan 

ketidaklengkapan atau tidak sesuainya pengisian rekam medic, serta 

terjadi proses keselaahan pada input, selain itu terdapat selisih persepsi 

mengenai kelengkapan dokumen klaim antar BPJS rumah sakit dengan 

BPJS Kesehatan. 

 Penelitian Salima & Zein., Dalam menjalankan operasional 

pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Soepraoen, 

terkadang kode diagnosa kurang tepat dan tidak mengisi atau melakukan 

tindakan pada rekam medic dan data yang tidak lengkap akan kembali ke 

dpjp untuk dilakukan pengecekan oleh koder untuk kebenaran kode, 

kasus ini terjadi pada rawat inap. Sehingga ketidaklengkapan berkas klaim 

akan menghambat proses verifikasi data pasien BPJS Kesehatan.[5] 

Berdasarkan analisis yang dilakukan di RSU X Kota Medan pada 

bulan September - oktober 2024, peneliti menemukan permasalahan pada 

bagian administrasi BPJS terkait pengajuan klaim BPJS asuransi 

Kesehatan pasien rawat inap dikarenakan adanya persyaratan yang 

belum terpenuhi seperti terdapat kurangnya kelengkapan resume medis 

dan kesalahan dalam rincian biaya yang kurang sesuai pada sistem, 

sehingga verifikator BPJS mengembalikan berkas persyaratan klaim ke 

verifikator rumah sakit s untuk melengkapi berkas persyaratan.   

Ketidaklengkap pengisian data yang terjadi di RSU X Kota Medan 

yang menyebabkan keterlambatan klaim BPJS kesehatan sehingga 

pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit untuk jasa medis 

dan jasa tenaga kesehatan lainnya menjadi terlambat dan merugikan 

keuangan rumah sakit, sehingga akan mempengaruhi pembiayaan dan 

kegiatan pelayanan di RSU X Kota Medan oleh karena itu penyebab klaim 

yang terjadi perlu , di identifikasi, di analisis dan di perbaiki, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor Penyebab 

Pending Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat inap di RSU X Kota 

Medan. 
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Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor 

penyebab pending klaim BPJS Kesehatan  pasien rawat inap di RSU X 

Kota Medan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi 

dan konsistensi dalam pengelolaan biaya kesehatan, serta memastikan 

bahwa alokasi dana dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan medis yang diberikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif case study (studi 

kasus). Tujuan penelitian ini adalah ingin memperoleh bukan menguji 

hipotesis tetapi berusaha mendapat gambaran terkait fenomena yang 

diteliti, guna menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya 

pengembalian berkas klaim BPJS rawat inap serta upaya mengurangi 

tingkat penundaan berkas klaim BPJS yang tidak diklaim.[6] Penelitian ini 

dilakukan di RSU X Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, pada bulan 

September - Oktober 2024. Informan yang terlibat dalam penelitian terdiri 

5 informan, yaitu 1 informan utama dan 4 informan pendukung. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi,  wawancara mendalam, dan studi 

dokumentasi untuk mengeksplorasi penyebab tertundanya klaim BPJS 

rawat inap di RSU X Kota Medan.  Data yang telah terkumpul kemudian 

dikelompokkan berdasarkan tahapan proses klaim dari mulai masuk 

hingga keluar. Kemudian data disajikan dengan cara merangkum objek, 

menguraikan dan menggambarkan yang diteliti berdasarkan hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama penulisan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Klaim BPJS Kesehatan Pasien 

Rawat inap RSU X Kota Medan 

Hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara mendalam 

menunjukkan bahwa para informan memahami dan mengetahui proses 

dan alur pelaksanaan prosedur administrasi klaim BPJS untuk layanan 

rawat inap. Selain itu, ditemukan bahwa prosedur administrasi klaim BPJS 



Kesehatan pada layanan rawat inap di RSU X Kota Medan telah berjalan 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Alur prosedur proses administrasi klaim B

proses pendaftaran, dimana admin IGD mencetak jaminan seperti Surat 

Elegegibilitas Peserta (SEP), setelah selesai berkas dikirim ke rekam 

medic untuk dilakukan kooding dan melihat kelengkapan berkas. Setelah 

itu diberikan ke bagian k

dilakukan pengklaiman di ruang BPJS rumah sakit.Terdapat 3 Ttindakan 

yang dilakukan di ruang BPJS untuk melakukan pengklaiman 3 tindakan 

yakni melihat kelengkapan berkas rawat inap, input data, setelah itu 

dilakukan scan berkas. Setelah seselai berkas diverifikasi oleh pihak 

kooding dan dikirim ke BPJS kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi terkait

klaim pasien rawat inap 

paper ini alur digamba

Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Flowchart Alur Pengajuan Klaim Rawat Inap BPJS Kesehatan Tahap 
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Gambar 1. Flowchart Alur Pengajuan Klaim Rawat Inap BPJS Kesehatan Tahap 
1 di RSU X Kota Medan 

Pelaksanaan proses pengajuan klaim BPJS kesehatan bertujuan 

untuk mendapatkan pengganti biaya dari pihak BPJS. Pelaksanaan 

prosedur pengajuan klaim BPJS kesehatan rawat inap di RSU X Kota 

Medan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang ada dan seluruh pihak terkait dalam proses pengajuan klaim 
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Kesehatan pada layanan rawat inap di RSU X Kota Medan telah berjalan 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

PJS mulai pada tahapan 

proses pendaftaran, dimana admin IGD mencetak jaminan seperti Surat 

Elegegibilitas Peserta (SEP), setelah selesai berkas dikirim ke rekam 

medic untuk dilakukan kooding dan melihat kelengkapan berkas. Setelah 

setelah itu 

dilakukan pengklaiman di ruang BPJS rumah sakit.Terdapat 3 Ttindakan 

yang dilakukan di ruang BPJS untuk melakukan pengklaiman 3 tindakan 

yakni melihat kelengkapan berkas rawat inap, input data, setelah itu 

kan scan berkas. Setelah seselai berkas diverifikasi oleh pihak 

alur pengajuan 

BPJS Kesehatan di RSU X Kota Medan pada 

rkan dalam bentuk flowchart yang terdapat pada 

Gambar 1. Flowchart Alur Pengajuan Klaim Rawat Inap BPJS Kesehatan Tahap 

Pelaksanaan proses pengajuan klaim BPJS kesehatan bertujuan 

biaya dari pihak BPJS. Pelaksanaan 

prosedur pengajuan klaim BPJS kesehatan rawat inap di RSU X Kota 

Medan sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang ada dan seluruh pihak terkait dalam proses pengajuan klaim 
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sudah mengetahui pelaksanaan proses administarsi pengajuan klaim 

BPJS Kesehatan pasien rawat inap. Hail ini menggembarkan bentuk 

kedisiplinan dan komitmen petugas terhadap kepatuhan terhadap SOP. 

Proses pengajuan klaim dimulai dari penerimaan berkas, dilanjutkan 

dengan penginputan data ke dalam SIMRS, dan proses pengkodean 

sebelum akhirnya diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Seringkali, klaim 

tertunda karena ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen. BPJS 

Kesehatan menetapkan batas waktu tertentu untuk penyelesaian 

pengajuan klaim. Apabila klaim ditolak, maka rumah sakit wajib 

mengajukan banding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPJS. 

Jika klaim disetujui, BPJS Kesehatan akan membayarkan seluru jaminan 

asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[7] 

Terdapat alur proses pengajuan klaim di RSU X Kota Medan mulai 

dari penerimaan berkas sampai berkas di serahkan kepada BPJS 

Kesehatan 

1. Setelah dilakukan pelayanan,  dilakukan tindakan  pada  lembar 

resume pulang sesuai anjuran dokter 

2. Admin IGD mencetak Jaminan seperti SEP (Surat Egibilitas Peserta) 

3. Dikirim ke case mix untuk dilakukan koding diagnosa 

4. Berkas dikirim ke bagian Keuangan untuk mencetak rincian biaya 

(billing) 

5. Setelah dilakukan pencetakan SEP, koding diagnosa dan rincian biaya 

berkas dikirim ke pengklaiman BPJS Rumah Sakit 

6. Pengklaiman BPJS Rumah Sakit melakukan 3 tindakan yaitu, melihat 

kelengkapan berkas, entry menggunakan E-Klaim, dan scan berkas  

7. Selanjutnya berkas di verifikasi oleh RM 

8. Setelah selesai di kirim ke BPJS Kesehatan 

Penelitan Santiasih et al., Sesudah proses pelayanan administrasi 

dilakukan, kemudian proses atau tahap pengajuan klaim kepada penyedia 

layanan kesehatan. 
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Penyebab Pending Klaim BPJS Kesehatan Paasien Rawat Inap di 

RSU X Kota Medan 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam 

ditemukan bahwa penyebab utama pengembalian berkas klaim adalah 

ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim di bagian BPJS 

RSU X Kota Medan. Beberapa faktor penyebabnya termasuk resume 

medis yang belum dilengkapi oleh dokter dan hasil pemeriksaan yang 

masih belum lengkap, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses 

klaim di BPJS. Selain itu, perbedaan persepsi antara verifakator BPJS dan  

verifikator rumah sakit mengenai kelengkapan berkas juga turut 

mempengaruhi tertundanya klaim tersebut. 

 Berikut tabel rekap pengiriman klaim pasien rawat inap BPJS 

kesehatan periode Januari - Agustur 2024: 

Tabel 1. Rekap Pengiriman  Klaim Rawar Inap BPJS Kesehatan RSU X Kota 
Medan Periode Januari - Agustus 2024 

No Periode Pengajuan Reguler Pending 
 

Dispute 

Kasus Kasus Kasus Kasus 
1 Januari 1.020 956 54 7 
2 Februari 937 857 61 11 
3 Maret 979 902 57 14 
4 April  830 757 56 - 
5 Mei  1.152 1.065 - - 
6 Juni  1.064 975 - - 
7 Juli  1.219 1.111 - - 
8 Agustus  1.189 - - - 
 

Di Indonesia Pelayanan Kesehatan erat kaitannya dengan program 

pemerintah, salah satunya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, 

JKN menggunakan sistem pembayaran Casemix atau Indonesian Case 

Base Group (INA-CBGs) sebagai cara pembayaran. Dalam skema ini, 

klaim pembayaran dilakukan melalui sistem INA-CBGs, yang dananya 

kemudian diganti oleh BPJS. Salah satu kendala yang sering muncul 

dalam pengelolaan klaim pasien rawat inap adalah pending klaim, yang 

dapat memengaruhi operasional fasilitas kesehatan. Di RSU X Kota 

Medan, penyebab utama terjadinya pending klaim meliputi 
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ketidaklengkapan dokumen seperti hasil penunjang medis, pengkajian di 

IGD, serta kendala jaringan internet yang tidak memadai. 

Faktor administrasi yang menyebabkan klaim pasien rawat inap 

tertunda meliputi ketidaklengkapan dokumen administratif peserta, seperti 

akta kelahiran yang diperlukan untuk pembuatan SEP (Surat Eligibilitas 

Peserta). Selain itu, dokumen pendukung pelayanan seperti laporan 

operasi (jika ada), hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, serta 

rincian biaya obat sering kali tidak dilampirkan. BPJS Kesehatan akan 

meminta konfirmasi jika data yang dibutuhkan tidak tercantum dalam 

resume medis saat proses verifikasi. Untuk kelancaran verifikasi, 

diperlukan data yang lengkap dalam resume medis, termasuk penunjang 

diagnosa, baik primer maupun sekunder. Hal ini mencakup pemeriksaan 

tanda-tanda vital (TTV), radiologi, laboratorium, anamnesis, serta terapi 

yang dijalankan. Semua data tersebut harus sesuai dengan diagnosa 

dokter yang tercantum dalam resume medis.[8]  

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Pujiyanto 

mengungkapkan bahwa resume medis yang tidak lengkap menjadi salah 

satu faktor utama penyebab tertundanya klaim di RSUD Koja. 

Sementara itu, penelitian oleh Widaningtyas et al. menunjukkan 

bahwa penyebab keterlambatan klaim yang berkaitan dengan faktor medis 

meliputi ketidaklengkapan pencatatan tindakan dalam resume medis, tidak 

jelasnya alasan pasien menjalani rawat inap pada surat pengantar, 

ketidakpastian penggunaan ventilator, serta kurang pastinya laporan 

operasi.[9] 

Penelitian Wandra et al., penyebab terjadinya penundaan 

pembayaran ditemukan adanya ketidaktetapan rekam resume medis 

pasien pulang  sehingga mempengaruhi penundaan pembayaran klaim. 

[10] 
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Dampak dari Pending Klaim BPJS Kesehatan Pasien Rawat Inap di 

RSU X Kota Medan 

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam menunjukkan bahwa 

ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim di bagian BPJS 

rumah sakit menyebabkan terjadinya pending klaim. Kondisi ini 

berdampak pada keterlambatan pembayaran dari BPJS kepada rumah 

sakit atau dapat dikatakan defisit anggaran, yang pada akhirnya 

memengaruhi kinerja sumber daya manusia (SDM) rumah sakit serta 

kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, aliran keuangan rumah sakit 

juga terganggu karena pembayaran yang seharusnya diterima tidak 

berjalan sesuai rencana. 

Ketidaklengkapan dokumen klaim BPJS dapat menimbulkan dampak 

signifikan bagi rumah sakit. Pending klaim tidak hanya memperlambat 

pembayaran dari BPJS yang bisa menyebabkan defisit anggaran, tetapi 

juga berdampak negatif pada kinerja SDM dan kualitas layanan rumah 

sakit. Ketika aliran keuangan terganggu, ini dapat mempengaruhi efisiensi 

operasional rumah sakit secara keseluruhan. Menangani akar masalah ini, 

seperti memastikan kelengkapan dokumen klaim sejak awal, akan sangat 

penting untuk menjaga stabilitas finansial dan kualitas layanan di rumah 

sakit. 

Penunandaan pembayaran mengakibatkan kerugian tekanan 

finansial yang dapat menganggu keberlanjutan operasional rumah 

sakit.[11] Pada RSU X Kota Medan dampak yang terjadi pada 

keterlambatan pemabayaran dari BPJS ke rumah sakit akan 

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia (SDM) rumah sakit serta 

kualitas layanan yang diberikan. Selain itu juga berdampak terhadap aliran 

keuangan rumah sakit karena pembayaran yang seharusnya diterima 

tidak berjalan sesuai rencana. Klaim yang tertunda mengakibatkan 

kerugian bagi rumah sakit yang menerima pasien BPJS dalam jumlah 

besar. Permasalahan dalam pembayaran klaim yang terpending 

memberikan dampak terhadap terganggunya aliran keuangan rumah sakit. 

[12] 
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Penelitian Eriati di RSIJ Sukapura menunjukkan bahwa pending 

klaim akan sangat berdampak terhadap arus kas rumah sakit, sehingga 

mempengaruhi mutu layanan. Hal ini berpengaruh pada aspek 

kompetensi, efektivitas, keamanan, dan kenyamanan pelayanan yang 

diberikan.[13] 

Penelitian Errisya et al., Pending klaim sendiri menyebabkan 

keterlambatan pembayaran jasa medis yang berdampak pada kinerja 

sumber daya manusia rumah sakit, sehingga mempengaruhi mutu dan 

kualitas pelayanan rumah sakit.[14] 

 

Upaya Rumah Sakit Terkait Masalah Pending Klaim BPJS Kesehatan 

Pasien Rawat Inap di RSU X Kota Medan 

Berdasarkan hasil wawancara terkait upaya yang dilakukan oleh 

RSU X Kota Medan dalam mengatasi masalah pending klaim BPJS 

Kesehatan untuk pasien rawat inap, ditemukan bahwa rumah sakit telah 

mengambil langkah proaktif dengan melakukan evaluasi menyeluruh 

terhadap prosedur klaim yang ada. Selain itu, rumah sakit juga 

mengadakan pelatihan bagi staf terkait, dengan tujuan meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani administrasi 

klaim BPJS. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dan 

ketidaklengkapan dokumen, sehingga mempercepat proses klaim dan 

meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pasien. 

Pembayaran pelayanan kesehatan yang tidak dapat diberikan oleh 

BPJS terjadi akibat terjadinya pending klaim layanan kesehatan, sehingga 

keuangan rumah sakit akan menurun dan berdampak pada keseluruhan 

rumah sakit  termasuk dalam pemberian layanan kesehatan dikarenakan 

90% pasien rumah sakit adalah pasien pengguna BPJS Kesehatan. Bagi 

rumah sakit yang menerima pasien BPJS sangat menginginkan upaya 

yang tepat agar terkendalinya kasus pending klaim secara berkelanjutan. 

[15] 

Upaya yang dilakukan oleh RSU X Kota Medan dalam mengatasi 

masalah pending klaim BPJS Kesehatan untuk pasien rawat inap, 
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melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan diberikan masa 

waktu tambahan dalam pengerjaan berkas pengklaiman serta diberikan 

pelatihan kepada staf terkait, dengan tujuan meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan mereka dalam menangani administrasi klaim BPJS. 

Upaya ini diharapkan dapat meminimalisirkan kesalahan dan 

ketidaklengkapan dokumen, sehingga mempercepat proses pengajuan 

klaim dan meningkatkan kualiatas layanan kepada pasien. 

Upaya mengatasi pending claim dengan memperbaiki atau 

membenahi penyebab terjadinya pending claim kemudian melakukan 

review dan bila perlu melakukan konfirmasi dengan unit terkait.[16] Pihak 

rumah sakit juga mengupayakan untuk tidak adanya kejadian 

pengembalian berkas dengan selalu melakukan evaluasi, mulai dari 

melakukan koordinasi dan mengkonfirmasi kesalahan pada setiap bagian, 

meningkatkan kinerja SDM, serta mengikuti kebijakan dengan baik. 

Maka dari itu dapat dsimpulkan bahwa manajemen yang efektif di 

rumah sakit sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan, 

terutama dalam era BPJS Kesehatan. [17] Dengan sistem manajemen 

yang lebih terorganisir dan berkas klaim yang lengkap, rumah sakit dapat 

meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien, serta memastikan bahwa 

pembayaran dari BPJS Kesehatan dapat diproses dengan lancar. 

 

Upaya BPJS Kesehatan Terkait Masalah Pending Klaim BPJS 

Kesehatan Pasien Rawat Inap di RSU X Kota Medan 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, 

ditemukan bahwa BPJS Kesehatan berupaya mengatasi masalah klaim 

yang tertunda dengan melakukan sosialisasi terkait kebijakan BPJS 

Kesehatan yang secara aktif meng-konfirmasi dan meng-koordinasi  

dalam proses klaim untuk menyelesaikan perbedaan sudut pandang, serta 

memberikan informasi mengenai regulasi terbaru. Selain itu, BPJS 

Kesehatan juga melakukan evaluasi terhadap rumah sakit terkait 

pelaksanaan program, dengan mengikuti panduan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan. 
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Pembentukan tim BPJS oleh petugas merupakan upaya staf untuk 

mengatasi penyebab klaim BPJS yang tertunda, yang melibatkan 

penanggung jawab tin BPJS seperti Verifikator BPJS Kesehatan, koder, 

dan manajemen rumah sakit dalam melakukan evaluasi serta sosialisaso 

terkait regulasi BPJS.[18] Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang panduan Indonesian Case 

Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, yang 

mengharuskan rumah sakit membentuk tim case-mix atau tim INA-CBG 

untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi 

implementasi INA-CBG di fasilitas kesehatan. Selain itu, sosialisasi 

kepada para koder mengenai Surat Edaran Nomor 

HK.03.03/MENKES/518/2016 tentang panduan penanganan kendala 

klaim INA-CBGs dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 

serta Berita Acara kesepakatan bersama terkait panduan penanganan 

kendala klaim INA-CBGs Tahun 2019 perlu dilakukan agar dapat 

meningkatkan pemahaman petugas dalam menangani kendala klaim. [19] 

Untuk menangani masalah ketidaklengkapan berkas BPJS, pihak 

BPJS telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kejadian 

ketidaklengkapan berkas klaim. Langkah tersebut antara lain dengan 

melakukan sosialisasi mengenai regulasi BPJS dan memberikan pelatihan 

tentang proses administrasi klaim kepada petugas klaim di rumah 

sakit.[20] 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Prosedur administrasi klaim BPJS Kesehatan pelayanan rawat inap 

di RSU X Kota Medan telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang berlaku. Penyebab Pending Klaim BPJS kesehatan 

pasien rawat inap di RSU X Kota Medan yaitu termasuk ketidaklengkapan 

dokumen yang diperlukan untuk klaim di bagian BPJS RSU X Kota 

Medan. Beberapa faktor penyebabnya termasuk resume medis yang 

belum dilengkapi oleh dokter dan hasil pemeriksaan yang masih belum 
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lengkap, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses klaim di BPJS. 

Selain itu, perbedaan persepsi antara pihak BPJS dengan pihak rumah 

sakit mengenai kelengkapan berkas juga turut memengaruhi tertundanya 

klaim tersebut. Ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim di 

bagian BPJS rumah sakit menyebabkan terjadinya pending klaim. 

Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pembayaran dari BPJS 

kepada rumah sakit atau dapat dikatakan defisit anggaran, yang pada 

akhirnya memengaruhi kinerja sumber daya manusia (SDM) rumah sakit 

serta kualitas layanan yang diberikan.  

 

Saran 

Sebaiknya dalam mencegah terjadinya kasus baru terkait pending 

klaim BPJS pada pasien rawat inap maupun rawar jalan, pihak Rumah 

Sakit yang menerima pasien peserta BPJS dapat mengambil langkah 

proaktif dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur klaim 

yang ada. Selain itu, rumah sakit juga mengadakan pelatihan bagi staf 

terkait, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

mereka dalam menangani administrasi klaim BPJS. Sehingga nantinya 

terjaga mutu layanan kesehatan bagi rumah sakit. 
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